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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Mungkid  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXX,  umur  20  tahun,  agama Islam,  pendidikan  SD,  pekerjaan  Buruh,

tempat kediaman di Dusun Munung, RT. 01, RW. 017, Desa

Surodadi, Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang, dalam

hal ini  memberikan kuasa khusus kepada  Titik Ariyani,  S.H.

dan  Siti  Suwarti,  S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di

Kantor Advokat dan Konsultan Hukum   “TITIK ARIYANI, S.H. &

REKAN”, beralamat  di  Perumahan  Bumirejo  Indah  Blok  Puri

Azalia, RT. 4,  RW. 14, Desa Bumirejo,  Kecamatan Mungkid,

Kabupaten Magelang berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal

31 Mei 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor

539/AVK/2023 tanggal 31 Mei 2023, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXX, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus

Rumah  Tangga,  tempat  kediaman  di  Rumah  Bapak  Slamet

Wahamin, Dusun XXXXXXX, Kecamatan Ngablak, Kabupaten

Magelang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa

alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA
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Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Mei 2023

telah  mengajukan  gugatan  Cerai  Talak yang  didaftar  di  Kepaniteraan

Pengadilan Agama Mungkid pada hari itu juga dengan register perkara Nomor

938/Pdt.G/2023/PA.Mkd, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Juli  2022  Pemohon dengan Termohon

melangsungkan pernikahan dihadapan dan dibawah Pengawasan Pegawai

Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama/  KUA  Kecamatan  Ngablak

Kabupaten Magelang dengan Kutipan Buku Nikah Nomor 155/49/VII/2022

tertanggal 24 Juli 2022;

2. Bahwa  sesudah  akad  nikah  Pemohon  dan  Termohon  hidup

bersama di rumah orang tua Pemohon namun sejak  awal Desember 2022

Pemohon dan Termohon tinggal  berpisahan karena  Termohon  tinggal  di

rumah kakaknya Bu Marni hingga saat ini sudah selama 6 bulan;

3. Bahwa  selama  berumah  tangga  Pemohon  dengan  Termohon

sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (ba`dha dhuhul)

dan sudah dikaruniani  1 (satu) anak bernama:  Ahmad Gibran Ramadhan,

Magelang, 8 April 2023, laki-laki, belum sekolah;

4. Bahwa sejak awal  pernikahan rumah tangga Pemohon dengan

Termohon sudah mulai  goyah karena terus  menerus terjadi  perselisihan

dan percekcokan;

5. Bahwa perselisihan disebabkan karena:  

Termohon  berani  pada  Pemohon  dan  jika  dinasehati

membantah;

Termohon  tidak  bisa  menjaga  perasaan  orang  tua

Pemohon  jika  dibuatin  makanan,  Termohon  malah  meletakkannya

dibawah tempat tidurc.  Jika terjadi  perselisihan antara Pemohon dan

Termohon,  Termohon  mengancam  Pemohon  dengan  menggunakan

parang;

6. Bahwa  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  sering

diwarnai  perselisihan  dan  puncaknya  pada  awal  Desember  2022  terjadi

perselisihan kemudian Termohon tinggal di rumah kakaknya hingga saat ini

sudah selama 6  bulan;
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7. Bahwa  selama  tinggal  berpisahan  ada  upaya  dari

Pemohon untuk mengajak tinggal bersama lagi sebagai pasangan suami

istri namun Termohon sudah tidak bersedia;

8. Bahwa  atas  kemelut  rumah  tangga  Pemohon  dan

Termohon pernah dirukunkan keluarga namun sampai  saat  ini  tidak ada

hasilnya;

9. Bahwa  oleh  oleh  karena  kerukunan  rumah  tangga

Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga

untuk mencapai rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rohmah sudah

tidak dapat dipertahankan lagi;

10. Bahwa  berdasarkan  hal-hal  tersebut  diatas  gugatan

perceraian  Penggugat  terhadap  Tergugat  atas  dasar  perselisihan  yang

terjadi  terus menerus dan saat  ini  antara Pemohon dan Termohon telah

pisah  ranjang  dan  pisah  tempat  tinggal selama  6  bulan  sehingga  tidak

mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116

huruf f Kompilasi Hukum Islam mohon untuk dikabulkan;

11. Membebankan  biaya  perkara  kepada  Pemohon  sesuai

dengan ketentuan yang berlaku;        

Bahwa berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  di  atas,  Pemohon mohon

kepada  Bapak  Ketua  Pengadilan  Agama  Mungkid  cq.  Majelis  Hakim  yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut: 

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohononan Pemohon;

2. Memberi  ijin  kapada  Pemohon (XXXXXXX)  untuk  menjatuhkan

talak satu raj'i  terhadap Termohon (XXXXXXX) dihadapan Majelis  hakim

Pengadilan Agama Mungkid;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Mungkid Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini

berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
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Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus

kepada  Titik  Ariyani,  S.H.  dan  Siti  Suwarti,  S.H.  berdasarkan  Surat  Kuasa

Khusus tertanggal 31 Mei 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Mungkid dengan Nomor 539/AVK/2023  tanggal 31 Mei 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut

diatas,  dan  memeriksa  pula  Kartu  Tanda  Pengenal  Advokat  (KTPA)  yang

bersangkutan; 

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi

Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  mendamaikan  Pemohon dan

Termohon di persidangan namun tidak berhasil; 

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk

menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Drs. Ali

Irfan,  S.H.,  M.H.  sebagaimana  laporan  tanggal  26  Juni  2023,  yang  pada

pokoknya perdamaian perkara perceraiannya tidak berhasil, tetapi perdamaian

akibat perceraiannya berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian

tanggal 26 Juni 2023 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

Para  Pihak  menyatakan  tidak  keberatan  atas  terjadinya  perceraian  antara

kedua belah pihak dan tetap menjaga hubungan kekeluargaan secara baik.

Pasal 2

Para Pihak bersepakat bahwa anak bernama: Ahmad Gibran Ramadhan, lahir

di Magelang, tanggal 8 April 2023, laki-laki, sekarang dalam asuhan Termohon

ditetapkan dalam pengasuhan (hadlonah) Pihak Termohon.

Pasal 3

Pihak Pemohon bersedia  memberikan nafkah dan biaya pendidikan kepada

anak tersebut di atas melalui Termohon sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu

rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut umur 21 tahun atau mandiri dengan
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tambahan 10 % setiap tahunnya untuk mengimbangi terjadinya penurunan nilai

mata uang rupiah.

Pasal 4

Pihak Termohon maupun keluarga Termohon akan memberikan kesempataan

kepada  Pemohon  untuk  bertemu  atau  mengajak  anak  tersebut  ke  rumah

Pemohon  sesuai  keperluan  yang  didasarkan  atas  kepentingan  dan

kenyamanan anak.

Pasal 5

Pihak  Pemohon  bersedia  untuk  memberikan  mut'ah  berupa  uang  sebesar

Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Termohon bila permohonan cerai

talak ini dikabulkan.

Pasal 6

Para  Pihak  sepakat  mohon  kepada  Majelis  Hakim  yang  memeriksa  dan

mengadili  perkara  untuk  memuat  Kesepakatan  Perdamaian  ini  ke  dalam

pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 7

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan

hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 8

Bahwa  semua  biaya  yang  timbul  dalam  perkara  ini  di  Pengadilan  Agama

Mungkid ditanggung oleh Pihak Pemohon.

Bahwa  Pemohon merubah  permohonannya  dengan  memasukkan

kesepakatan  tersebut  merupakan  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari

permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya; 

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat  permohonan Pemohon yang isi

dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;
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Bahwa  atas  permohonan Pemohon  tersebut,  Termohon  mengajukan

jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah

sebagian lainnya sebagai berikut;

 Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon berpisah bulan Desember

2022, yang benar berpisah sejak anak umur 22 hari sekitar bulan April 2023;

 Bahwa  tidak  benar  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  karena

Termohon sering membantah, Termohon sering membuang makanan dari ibu

Pemohon  dan  Termohon  sering  mengancam,  yang  benar  karena  ada

permasalahan dengan kakak ipar Termohon yang selalu ikut campur dalam

rumah tangga Pemohon dan Termohon dan selalu menyuruh Termohon pergi

dari rumah orang tua Pemohon;

 Bahwa  tidak  benar  Termohon   meninggalkan  tumah,  yang  benar

Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon karena Termohon diusir oleh

kakak ipar/kakak Pemohon;

 Bahwa benar Pemohon pernah mengajak Termohon kembali akan tetapi

Termohon tidak bersedia kembali;

 Bahwa benar sudah ada musyawarah untuk merukunkan Pemohon dan

Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut,  Pemohon mengajukan replik

secara lisan etap pada Permohonan semula

Bahwa  atas  replik  Pemohon  tersebut,  Termohon  mengajukan  duplik

secara lisan tetap pada Jawaban semula;

Bahwa Termohon pada sidang pembuktian dan sidang-sidang berikutnya

Termohon tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah

diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya

itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah; 

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya,  Pemohon  telah

mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  XXXXXXX  Nomor

XXXXXXX  tanggal  06-10-2020,  yang  bermeterai  cukup  dan  telah

dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1); 

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 155/49/VII/2022 tanggal
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24 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Ngablak

Kabupaten  Magelang  Provinsi  Jawa  Tengah,  bukti  surat  tersebut  telah

diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan

aslinya (Bukti P.2);

Bahwa bukti surat tersebu telah diperlihatkan kepada Termohon dan

atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Bahwa di samping alat bukti  tertulis,  Pemohon juga telah mengajukan

saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. XXXXXXX,  umur  34 tahun,  agama Islam,  pekerjaan ibu  rumah

tangga,  bertempat  tinggal  di  Dusun  Munung, RT. 01, RW. 017,  Desa

Surodadi, Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang, di bawah sumpah,

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa,  saksi  kenal  Pemohon  dan  Termohon dan  memiliki  hubungan

dengan Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon; 

- Bahwa,  saksi  mengetahui  Pemohon dan  Termohon  menikah  pada

tanggal  24 Juli  2022 di  KUA Ngablak, Kabupaten Magelang, Provinsi

Jawa Tengah; 

- Bahwa,  saksi  mengetahui  setelah  menikah  Pemohon  dan  Termohon

tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Pemohon;

- Bahwa,  saksi  mengetahui  antara  Pemohon dan  Termohon telah

dikaruniai seorang anak yang bernama Ahmad Gibran Ramadhan umur

1 tahun;

- Bahwa,  saksi  mengetahui  keadaan  rumah  tangga  Pemohon dan

Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih

sejak beberapa saat setelah pernikahan sudah tidak rukun lagi  sering

terjadi pertengkaran; 

- Bahwa, saksi  sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon

bertengkar;

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan

rumah tangga  Pemohon dan  Termohon disebabkan karena Termohon

sering membantah, tidak menjaga perasaan kedua orangtua Pemohon

dan pernah mengancam Pemohon menggunakan parang saat marah;
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- Bahwa, saksi mengetahui antara  Pemohon dan  Termohon sudah pisah

ranjang dan pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2022 / sekitar 6

(enam) bulan lamanya sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu

lagi; 

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan

Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil; 

2. XXXXXXX,  umur  62  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  Buruh,  bertempat

tinggal di  Dusun Munung, RT. 01, RW. 017, Desa Surodadi,  Kecamatan

Candimulyo, Kabupaten  Magelang,  di  bawah  sumpah,  memberikan

keterangan sebagai berikut:

 Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki

hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon; 

 Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami

isteri yang sah yang menikah pada tanggal 24 Juli 2022 di KUA Ngablak,

Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah; 

 Bahwa,  saksi  mengetahui  setelah  menikah  Pemohon  dan

Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Pemohon;

 Bahwa,  saksi  mengetahui  dari  perkawinan  Pemohon dan

Termohon  telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ahmad Gibran

Ramadhan umur 1 tahun;

 Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon

sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

sejak  beberapa  saat  setelah  pernikahan  yang  mengakibatkan  antara

Pemohon dan  Termohon sudah pisah ranjang dan pisah rumah sejak

bulan Desember tahun 2022 / sekitar 6 (enam) bulan lamanya sampai

dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon

tidak pernah bersatu lagi; 

 Bahwa,  saksi  mengetahui  penyebab  perselisihan  dan

pertengkaran  Pemohon  dan  Termohon  disebabkan  karena  Termohon

sering membantah, tidak menjaga perasaan kedua orangtua Pemohon

dan pernah mengancam Pemohon menggunakan parang saat  marah;
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 Bahwa,  saksi  sering  mendengar  Pemohon  dan  Termohon

bertengkar;

 Bahwa,  pihak  keluarga  sudah  ada  upaya  mendamaikan  dan

merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;  

Bahwa  selanjutnya  Pemohon menyampaikan  kesimpulan  yang  pada

pokoknya tetap dengan permohonan semula dan mohon putusan;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan,  maka  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini  sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan  permohonan Pemohon adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus

Pemohon tertanggal  31  Mei  2023,  yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan

Pengadilan  Agama  Mungkid  dengan  Nomor  539/AVK/2023  tanggal  31  Mei

2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran

Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan

Majelis  Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal  Advokat  (KTPA)

Kuasa  Pemohon dan  ternyata  telah  sesuai  dengan  Ketentuan  Pasal  30

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis

Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi

bantuan  hukum  yang  sah  sehingga  Majelis  Hakim  dapat  menerima  dan

memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara

aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang,  bahwa  antara  Pemohon dan  Termohon telah  dilakukan

upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun

tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan

(4)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009  jo Pasal  130 HIR jis
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Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang,  bahwa  guna  memenuhi  sebagaimana  yang  dimaksud

ketentuan  pasal  Pasal  4  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia

Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan,  antara

Pemohon dan  Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui  mediasi

dengan mediator Drs. Ali Irfan, S.H., M.H. sebagaimana laporan tanggal 26 Juni

2023, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraiannya tidak berhasil,

tetapi  perdamaian  akibat  perceraiannya  berhasil  sebagian  sebagaimana

kesepakatan  perdamaian  tanggal  26  Juni  2023  dan  Pemohon merubah

permohonannya  dengan  memasukkan  kesepakatan  tersebut  merupakan

bagian  yang  tak  terpisahkan  dari  permohonan  Pemohon  dan  Termohon

menyetujuinya; 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini  perkara perceraian,  maka

pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai

ketentuan Pasal  80 ayat  (2)  Undang-Undang Nomor 7  Tahun 1989  tentang

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang,  bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan

Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan

dan pertangkaran disebabkan  Termohon sering  membantah,  tidak  menjaga

perasaan  kedua  orangtua  Pemohon  dan  pernah  mengancam  Pemohon

menggunakan  parang  saat  marah  akibatnya  sejak  bulan  Desember  tahun

2022 / sekitar 6 (enam) bulan lamanya telah berpisah tempat tinggal hingga

sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan

kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam

jawaban  dan  dupliknya  membenarkan  sebagian  dan  membantah  sebagian

yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil  permohonan  tersebut,

Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang

saksi; 
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Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup,

telah  dicap  pos  (nazegelen)  dan  sesuai  dengan  aslinya,  maka  bukti  surat

tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil,  isi  bukti  tersebut  mengenai  tempat

kediaman  Pemohon,  relevan  dengan  dalil  yang  hendak  dibuktikan  oleh

Pemohon,  sehingga telah  memenuhi  syarat  materil,  maka bukti  P.1 sebagai

akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti

bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang,  bahwa  bukti  P.2  merupakan  akta  autentik,  bermeterai

cukup,  telah  dicap pos (nazegelen)  dan sesuai  dengan aslinya,  maka bukti

surat  tersebut  telah memenuhi  syarat  formil,  isi  bukti  tersebut  menerangkan

bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal  24 Juli 2022,

relevan dengan dalil  yang hendak dibuktikan oleh  Pemohon, sehingga telah

memenuhi  syarat  materil,  maka  bukti  P.2  sebagai  akta  otentik  mempunyai

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

 Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.2  terbukti  bahwa  Pemohon

dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Juli 2022 di

KUA Ngablak Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah, hal tersebut sesuai

ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena  Pemohon dan  Termohon masih terikat

sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai persona standi in judicio

memiliki  legal  standing  sehingga  Pemohon dapat  dinyatakan  sebagai  pihak

yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang

dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan

sudah  dewasa  serta  sudah  disumpah,  sehingga  memenuhi  syarat  formal

sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang,  bahwa  keterangan  2  (dua)  saksi  Pemohon mengenai

hubungan  Pemohon dan  Termohon serta  mengenai  keadaan  rumah tangga

Pemohon dan  Termohon,  adalah  fakta  yang  pernah  dilihat  dan  didengar

langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh  Pemohon oleh
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karena  itu  keterangan  saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  materiil

sebagaimana  telah  diatur  dalam Pasal  171  HIR sehingga  keterangan  saksi

tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan

cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi

tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR; 

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti karena pada

tahap sidang tersebut dan sidang-sidang berikutnya Termohon tidak hadir dan

tidak mengirim wakil  atau  kuasanya meskipun telah  diperintahkan  dan atau

dipanggil  secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan

suatu  halangan  yang  sah,  karena  itu  permohonan  ini  dilanjutkan

pemeriksaannya di luar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan

di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak beberapa saat  setelah pernikahan antara  Pemohon dan

Termohon sering  terjadi  perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

Termohon  sering  membantah,  tidak  menjaga  perasaan  kedua  orangtua

Pemohon dan pernah mengancam Pemohon menggunakan parang saat

marah;

2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara  Pemohon

dan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah rumah sejak bulan Desember

tahun 2022 / sekitar 6 (enam) bulan lamanya hingga sekarang dan selama

itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak

dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga

Pemohon dan  Termohon sudah  berusaha  menasehati  Pemohon dan

Termohon dan  sudah  ada  upaya  musyawarah  dua  keluarga  untuk

merukunkan  Pemohon dan  Termohon,  akan tetapi  tidak berhasil,  karena

Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  fakta-fakta  kejadian  tersebut  di  atas

dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara  Pemohon dan  Termohon terus
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menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan

hidup rukun lagi dalam rumah tangga; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  di  atas,  maka  Majelis

Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga  Pemohon dan  Termohon benar-

benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan

dan  pertengkaran  terus  menerus  yang  sudah  tidak  mungkin  lagi  untuk

dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga

yang  demikian  tidak  sejalan  dengan  maksud  dan  tujuan  perkawinan

sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  perlu  mengetengahkan  dalil  yang

terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

 Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah

Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang,  bahwa fakta  hukum tersebut  telah juga memenuhi  salah

satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  jo.  Pasal  19  huruf  f  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas  dan  Pemohon  belum  pernah  menjatuhkan  talak,  maka  petitum

permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal

118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan; 

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh

Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami

dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali,  terkecuali suami merujuk isrtri

selama istri masih dalam iddah;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui  mediasi,  dengan

dibantu  mediator,  Pemohon dan  Termohon telah  mencapai  kesepakatan

perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum
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dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 26 Juni 2023 dan Pemohon

dan  Pemohon merubah  permohonannya  dengan  memasukkan  kesepakatan

tersebut  merupakan bagian tak  terpisahkan dari  permohonan Pemohon dan

disetujui oleh Termohon, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah

Pemohon dan  Termohon mohon  kepada  Majelis  Hakim  agar  menguatkan

kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang,  bahwa  Pemohon telah  menyatakan  bahwa  kesepakatan

perdamaian  tersebut  merupakan  bagian  dari  permohonannya  sehingga

perubahan permohonan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25

ayat  (1) dan (2)  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa “Materi perundingan

dalam Mediasi  tidak  terbatas  pada  posita  dan  petitum gugatan.  Dalam hal

Mediasi  mencapai  kesepakatan  atas  permasalahan  di  luar  sebagaimana

diuraikan  pada  ayat  di  atas,  penggugat  mengubah  gugatan  dengan

memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.” 

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana

telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah

Agung  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  dan

Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  (MA)  Nomor  454  K/Pdt/1991,  menegaskan

kesepakatan  perdamaian  sebagian  termasuk  kesepakatan  terkait  akibat

perceraian  dapat  dikuatkan  dalam  pertimbangan  dan  amar  putusan  bila

perceraiannya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan

dengan  hukum,  ketertiban  umum,  dan/atau  kesusilaan;  b.  tidak  merugikan

pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan; 

Menimbang,  bahwa  setelah  Majelis  Hakim  meneliti  dan  mencermati

kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 26

Juni  2023,  Majelis  Hakim  menilai  kesepakatan  tersebut  tidak  bertentangan

dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak

ketiga;  dan  dapat  dilaksanakan;  sehingga  kesepakatan  tersebut  dapat

dipertimbangkan  dalam pertimbangan  dan  amar  putusan  ini  serta  mengikat

kepada  Pemohon dan  Termohon,  untuk  itu  Majelis  Hakim  menghukum
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Pemohon dan  Termohon untuk  mentaati  dan  melaksanakan  kesepakatan

tersebut;

Menimbang,  bahwa karena perkara  a quo  masuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan Pasal  89 ayat  (1)  Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan pemohonan Pemohon; 

2. Memberi  izin  kepada Pemohon (XXXXXXX)  untuk menjatuhkan

talak  satu  raj'i  terhadap  Termohon  (XXXXXXX))  di  depan  sidang

Pengadilan Agama Mungkid; 

3. Menghukum kedua belah pihak Pemohon dan Termohon untuk

mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tanggal 26 Juni

2023, yaitu berupa:

3.1. Para  Pihak  bersepakat  bahwa  anak  bernama  Ahmad  Gibran

Ramadhan,  laki-laki,  Lahir  tanggal  8  April  2023  ditetapkan  dalam

pengasuhan (hadlonah) Pihak Termohon;  

3.2. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak dan biaya

pendidikan  sebesar  Rp  500.000,00  (lima  ratus  ribu  rupiah)  setiap

bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri dengan

tambahan  10%  setiap  tahunnya  untuk  mengimbangi  terjadinya

penurunan nilai mata uang rupiah; 

3.3. Menghukum  Pemohon  untuk  memberikan  mut'ah  berupa  uang

sebesar  Rp  700.000,00  (tujuh  ratus  ribu  rupiah)  kepada  Termohon

yang dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan; 
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4.  Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp 505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah); 

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang

dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan

tanggal  28  Zulhijjah  1444 Hijriyah,  oleh  kami  Himmatul  Aliyah,  S.Ag.,  M.H.

sebagai Ketua Majelis, Dra. Rosalena, S.H. dan Hj. Anis Nasim Mahiroh, S.H.I.,

M.H.  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut  diucapkan

dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  pada  hari  itu  juga,  oleh  Ketua  Majelis

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh

Erida  Andriyanti,  S.H. sebagai  Panitera Pengganti  serta  dihadiri  oleh  Kuasa

Pemohon dan di luar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Himmatul Aliyah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Dra. Rosalena, S.H.

Hakim Anggota

Hj. Anis Nasim Mahiroh, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Erida Andriyanti, S.H.

Perincian Biaya:
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1. Pendaftaran : Rp.  30.000,00

2. Proses : Rp.  75.000,00

3. Panggilan : Rp. 360.000,00

4. PNBP Panggilan : Rp.  20.000,00

5. Redaksi : Rp.  10.000,00

6. Meterai : Rp.            10.000  ,00  

Jumlah Rp. 505.000,00 

(lima ratus lima ribu rupiah)
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